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ABSTRAK 

 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI LAMPUNG 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD ALIF LISTIANSYAH 

 

 

 

Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi sehat yang menyangkut masalah 

kesehatan organ reproduksi yang pertumbuhan atau perkembangannya dimulai 

sejak usia remaja. Dengan adanya perubahan ketika memasuki masa remaja, perlu 

adanya pendampingan serta pembinaan yang dilakukan oleh seluruh lapisan mulai 

dari keluarga di rumah maupun sekolah guna menjaga remaja dari perilaku 

menyimpang (seks bebas) serta perkawinan anak. Program kesehatan reproduksi 

remaja telah dilaksanakan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 

sudah menunjukan hasil yang positif, meskipun kasus perkawinan anak di Provinsi 

Lampung belum mencapai target yang telah ditentukan. Namun, program kesehatan 

reproduksi remaja masih memiliki potensi untuk dapat meningkatkan manfaatnya 

bagi remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program 

kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas dan mengidentifikasi 

faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program 

kesehatan reproduksi remaja di sekolah pada kabupaten/kota Provinsi Lampung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

meliputi pengorganisasian, interpretasi dan penerapan menunjukan bahwa 

implementasi program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di 

Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa tantangan. Koordinasi antar 

instansi terkait perlunya untuk meningkatkan program kesehatan reproduksi remaja 

serta belum adanya kegiatan lanjutan. 

 

Kata kunci: Implementasi Program, Program Kesehatan Reproduksi, Kesehatan 

Reproduksi Remaja 
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ABSTRACK 

 

 

IMPLEMENTATION OF ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH 

PROGRAM IN HIGH SCHOOLS IN LAMPUNG PROVINCE 

 

BY 

 

MUHAMMAD ALIF LISTIANSYAH 

 

 

 

Adolescent reproductive health is a health condition that concerns the health 

problems of reproductive organs whose growth or development begins in 

adolescence. With the changes when entering adolescence, there is a need for 

assistance and guidance provided by all levels, starting from the family at home 

and school, in order to protect teenagers from deviant behavior (free sex) and child 

marriage. The adolescent reproductive health program has been carried out in all 

districts/cities in the province of lampung and has shown positive results, though 

child marriage in the province of lampung has not yet reached a predetermined 

target. However, a youth reproductive health program still has the potential to 

increase its benefits to teenagers. This research aims to analyze the implementation 

of adolescent reproductive health programs in high schools and identify supporting 

factors and obstacles faced in the process of implementing adolescent reproductive 

health programs in schools in districts/cities of Lampung Province. The research 

method used is a qualitative approach using observation, interview and 

documentation data collection techniques. The results of research including 

organization, interpretation and implementation show that the implementation of 

adolescent reproductive health programs in high schools in Lampung Province still 

faces several challenges. Coordination between related agencies is necessary to 

improve adolescent reproductive health programs and there are no follow-up 

activities. 

 

Keywords: Program Implementation, Reproductive Health Program, Adolescent 

Reproductive Health 
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MOTTO 

 

 

 

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh 

kemauan serta memperhalus perasaan” 

 

(Tan Malaka) 

 

 

 

 

“Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu mencolok. Tidak perlu menjadi 

siapapun kecuali diri sendiri." 

 

(Virgina Woolf) 

 

 

 

“Tidak perlu merasa tersakiti jika hanya dari omongan orang-orang yang 

mengomentari jalan hidup kita.” 

 

(Bunda) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara berpenduduk terpadat nomor empat setelah 

Amerika, Republik Rakyat Cina dan India. Menurut data Worldmeter, 

penduduk Indonesia Tahun 2022 mencapai 273.523.615 jiwa dan diperkirakan 

akan terus bertambah. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) juga 

menunjukkan persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terhadap total 

populasi pada tahun 2020 sebesar 70,72 % yang membuktikan bahwa Indonesia 

masih berada pada era bonus demografi. Usia produktif yang dimaksud adalah 

rentang usia 15 hingga 64 tahun. Banyak perspektif yang berbeda jika berbicara 

terkait remaja, antara lain; menurut United Nations Fund for Population 

Activities (UNFPA), remaja adalah penduduk yang berusia antara umur 15-24 

tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) batasan penduduk dikatakan remaja adalah rentang dari umur 10 

sampai 19 tahun. Selanjutnya menurut World Health Organization (WHO) 

mendefinisikan remaja sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa 

dewasa, dengan batasan usia remaja dari umur 12 sampai 24 tahun.  

Masa remaja merupakan masa peralihan yang signifikan dengan mulai 

terjadinya perkembangan baik fisik, psikologis maupun intelektual. Pada 

umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (high curiousity) karena 

didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, para remaja cenderung memiliki 

keingintahuan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah mereka alami. 

Berikut merupakan hal-hal yang menjadi tanda dimasukinya masa remaja 

menurut Salman dan Pikunas dalam (Yusuf, 2007) antara lain: 1) 
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berkembangnya sikap dependen kepada orang tua kearah independen, 2) minat 

seksualitas, 3) kecenderungan untuk merenungkan atau memperhatikan diri 

sendiri, nilai-nilai etika dan isu-isu moral dengan adanya perubahan pada saat 

memasuki masa remaja, perlu adanya pengawasan serta pembinaan secara 

integral dengan pembinaan yang dilakukan oleh seluruh lapisan mulai dari 

keluarga di rumah, di sekolah, pada lingkungan masyarakat. 

Pada saat ini seks bebas menjadi salah satu masalah yang melanda remaja di 

Indonesia. Hal ini terjadi karena pergaulan bebas, pengaruh media, keadaan 

lingkungan masyarakat, tidak berpegang teguh pada agama dan kurangnya 

perhatian orang tua. Hal ini juga disebabkan remaja mudah terpengaruh dalam 

perilaku seks bebas karena mengalami emosi yang kurang stabil sehingga 

perilaku tersebut perlu diberikan pendidikan kesehatan akibat dari perubahan 

masa transisi kehidupan yaitu perilaku seks bebas (Damayanti, 2019). 

Banyaknya kasus mengenai seks bebas yang dilakukan oleh remaja disebabkan 

oleh berbagai alasan, salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah kurangnya 

informasi serta salahnya pemahaman tentang seksualitas dikalangan remaja. 

Remaja juga menganggap bahwa berbicara mengenai pendidikan seks adalah 

hal yang tabu, sehingga para remaja sering mencari informasi-informasi 

tersebut dengan caranya sendiri, yaitu melalui internet, film, buku, dan majalah. 

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung diketahui 

bahwa Provinsi Lampung pada tiap tahunnya mengalami peningkatan kasus 

HIV yang cukup signifikan sejak tahun 2018 hingga 2021, namun pada tahun 

2021 sempat mengalami penurunan. Berikut disajikan tabel jumlah penyakit 

HIV yang ada di Provinsi Lampung sejak tahun 2018 sampai 2021: 

Tabel 1. Jumlah Angka Kasus HIV di Provinsi Lampung 

No.  Tahun Jumlah Kasus 

1.  2018 529 

2.  2019 579 

3.  2020 611 

4.  2021 518 

Sumber: Dokumen Capaian Layanan HIV milik Dinas PPPA Lampung, 2022 
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Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya Provinsi 

Lampung selalu mengalami kenaikan pada angka kasus HIV. Berdasarkan 

hasil observasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui Kepala Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hal tersebut menjadi hal yang 

perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dijelaskan bahwa 

kasus HIV yang ada di Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan pada setiap tahunnya yang dimulai pada usia produktif 

15-64 tahun guna meminimalisir hal tersebut diperlukannya program tentang 

kesehatan reproduksi yang mampu memberikan pemahaman tentang kesehatan 

reproduksi terutama pada usia produktif.   

Selain terkait permasalahan HIV tingginya tingkat pernikahan dini di Provinsi 

Lampung juga layak mendapat perhatian dari pemerintah daerah hal itu 

dikarenakan permasalahan tersebut tidak baik untuk kesehatan reproduksi bagi 

kedua belah pihak. Menurut Setiyaningrum (2015) kematangan psikologis 

belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak dinyatakan 

menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang 

maksimal karena anaknya diurus oleh orang tua dari pasangan usia muda. 

Ditinjau dari segi sosial dengan perkawinan mengurangi kebebasan 

pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah stigma buruk bagi keluarga di 

lingkungan masyarakat setempat. Jika dilihat dari segi ekonomi, perkawinan di 

bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, 

untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan 

dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota 

keluarganya yang menjadi tanggung jawab (Sriharyati, 2012).   

Hal ini diperkuat dengan data jumlah proporsi pernikahan dibawah umur 18 

tahun di Provinsi Lampung yang masih tinggi, berikut disajikan data berupa 

gambar dibawah ini: 
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Tabel 2. Data Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur di Provinsi Lampung 
 

No. Satuan Kerja 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Pengadilan Agama Gedong Tataan 1 6 12 17 20 

2. Pengadilan Agama Pringsewu 0 7 25 18 25 

3. Pengadilan Agama Mesuji 0 4 3 5 2 

4. Pengadilan Agama Tulang Bawang 

Tengah 

1 14 51 45 64 

5. Pengadilan Agama Sukadana 3 24 43 69 61 

6. Pengadilan Agama Tanjung Karang 5 14 36 39 38 

7. Pengadilan Agama Krui 9 24 97 84 80 

8. Pengadilan Agama Kotabumi 22 49 119 87 70 

9. Pengadilan Agama Metro 17 16 29 33 15 

10. Pengadilan Agama Kalianda 13 25 75 71 64 

11. Pengadilan Agama Tulang Bawang 13 19 60 51 45 

12. Pengadilan Agama Tanggamus 17 16 29 19 21 

13. Pengadilan Agama Gunung Sugih 22 42 166 148 178 

14. Pengadilan Agama Blambangan Umpu 14 23 53 36 35 

Total Data 137 283 798 722 714 

Sumber: Database SIPP MA, 2023 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, dapat dilihat bahwa angka 

pernikahan dibawah umur pada Provinsi Lampung diseluruh kabupaten selalu 

meningkat sejak tahun 2018-2020 namun pada tahun 2021-2022 mengalami 

penurunan yang tidak signifikan, dengan persentase penurunannya tidak 

sampai 1%. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada rencana pembangunan 

jangka menengah nasional yang ada dalam strategi nasional pemberdayaan 

perempuan dan anak adalah menurunkan angka perkawinan anak atau 

pernikahan dini menjadi 8,47% pada tahun 2024 dan menjadi 6,94% pada 

tahun 2030. 

Upaya pengembangan program Kesehatan Reproduksi Remaja dapat 

mencakup penyediaan pelayanan klinis, pemberian informasi akurat, 

mempertimbangkan Kesehatan Reproduksi Remaja kemampuan dan sisi 

kehidupan remaja, menjamin program yang relevan dengan remaja serta 

mendapat dukungan masyarakat. Pendidikan pada sekolah menengah atas di 

Provinsi Lampung menjadi salah satu strategi alternatif dalam menanggulangi 

kasus HIV dan pernikahan dini. Pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang 

dilakukan di sekolah-sekolah merupakan salah satu upaya untuk membimbing 

remaja mengatasi konflik seksualnya, mengubah pola pikir atau mindset yang 

ada di para remaja terkait bahaya melakukan pernikahan dini dibawah umur 18 
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tahun, tentunya memberikan pemahaman bahwa pernikahan harus dilakukan 

pada usia matang.  

Ditinjau dari sudut pandang kesehatan, dampak dari tindakan menyimpang 

yang  mengkhawatirkan adalah masalah yang berkaitan dengan seks bebas  

(unprotected sexuality), penyebaran penyakit kelamin, kehamilan yang tidak  

dikehendaki (adolecent unwanted pragnancy) di kalangan remaja. Semua 

masalah ini oleh lembaga kesehatan dunia World Health Organization (WHO) 

disebut sebagai masalah kesehatan reproduksi remaja, yang telah mendapatkan 

perhatian khusus dari berbagai organisasi internasional. Berdasarkan beberapa 

penelitian tentang perilaku reproduksi remaja yang telah dilakukan, 

menunjukkan tingkat permitivitas remaja di Indonesia cukup memprihatinkan. 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah kesehatan 

reproduksi di Indonesia adalah menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi 

yang berkualitas bagi keluarga miskin. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan dan tentang kesehatan reproduksi terdapat pada Peraturan 

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014.  

World Health Organization (WHO) merekomendasikan bahwa edukasi 

kesehatan reproduksi dimasukkan dalam konteks promosi kesehatan di 

sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiksnas) tahun 2003 

menyatakan pendidikan merupakan tugas dan tanggungjawab bersama antara 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebab itu, harus ada kerja sama secara 

sinergis untuk pendidikan anak didiknya. Namun, disisi lain masih banyak 

yang beranggapan bahwa materi kesehatan reproduksi selama ini telah masuk 

dalam mata pelajaran. Memang, beberapa unsur kesehatan reproduksi sudah 

ada di dalam beberapa mata pelajaran, tetapi pada dasarnya materi tersebut 

masih kurang bobotnya dan kurang terintegrasi. Hal ini yang menyebabkan 

permasalahan-permasalahan remaja terkait dengan kesehatan reproduksi tidak 

mendapat solusi yang tepat. Maka dari itu diperlukannya suatu metode dalam 

memberikan pemahaman terkait kesehatan reproduksi remaja. Berbagai 

metode promosi kesehatan yang dilakukan biasanya dalam bentuk seminar, 

ceramah, diskusi, bermain peran, buklet, leaflet, dan poster. Dalam 
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menyampaikan informasi kesehatan reproduksi pada remaja dapat dilakukan 

dengan cara promosi kesehatan dengan menggunakan metode ceramah. 

Metode ceramah merupakan salah satu metode yang efektif karena antara 

penyuluh dan peserta penyuluhan dapat berinteraksi secara langsung. 

Penyampaian kesehatan reroduksi remaja secara langsung melalui metode 

ceramah pada sekolah-sekolah menengah atas dapat dinilai menjadi salah satu 

alternatif yang dapat menjangkau remaja-remaja dari berbagai daerah di 

Provinsi Lampung. Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut 

masyarakat atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan 

yang lebih baik, dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap perilakunya serta memberikan dampak yang positif kepada msyarakat 

di sekitarnya. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 

telah menjalankan program kesehatan reproduksi yang diperuntukkan untuk 

menanggulangi masalah kesehatan reproduksi remaja, sejak tahun 2020 dengan 

sasaran sekolah-sekolah menengah atas di setiap Kabupaten/Kota yang ada di 

Provinsi Lampung, dengan tujuan agar dapat meningkatkan pengetahuan, 

kesehatan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi remaja. 

Suatu program memiliki tujuan yang baik namun dalam proses 

pengimplementasiannya jika terdapat kekurangan akan menyebabkan kurang 

maksimalnya hasil dari program tersebut. Begitu juga dengan program 

kesehatan reproduksi remaja walaupun program ini memiliki tujuan yang baik, 

namun jika tidak berhasil mencapai tujuannya akan menyebabkan kurang 

maksimalnya program tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program 

Kesehatan Reproduksi Remaja pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi 

Lampung”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada 

Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung?  

2. Apakah faktor penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi 

Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada Sekolah 

Menengah Atas di Provinsi Lampung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai. Maka, tujuan penelitian yang 

ingin peneliti dapatkan yaitu: 

1. Guna memperoleh deskripsi dan analisa mendalam tentang Implementasi 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada Sekolah Menengah Atas di 

Provinsi Lampung. 

2. Guna teridentifikasinya faktor penghambat dan faktor pendukung yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada 

Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang 

berkaitan dengan Implementasi Program. 

2. Praktis  

1) Bagi Pemerintah, Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi 

mengenai Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

pada Sekolah di Provinsi Lampung. Khususnya bagi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan 
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untuk meningkatkan kualitas pelayanan.  

2) Bagi akademis, diharapkan hasil dari penelitian ini digunakan 

sebagai karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang implementasi program dan dapat 

memberikan referensi bagi peneliti maupun pihak lain. 

3) Bagi peneliti, sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah 

sekaligus melatih peneliti dalam mengungkap adanya permasalahan 

tertentu secara sistematis dengan metode ilmiah yang baik serta 

untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka 

acuan untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian yang 

dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Berikut adalah penelitian 

terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1. Siti, (2020) Implementasi 

Program  

Pelayanan Kesehatan 

Peduli Remaja (PKPR)  

Di Puskesmas Muntilan I 

Kabupaten Magelang 

Teori Donald Van Meter dan 

Carl Van Horn  

1. Standar dan sasaran 

kebijakan  

2. Sumber daya  

3. Karakteristik badan 

pelaksana  

4. Sikap pelaksana   

5. Komunikasi antar 

organisasi   

6. Kondisi sosial, ekonomi 

dan politik 

Tujuan program sudah 

jelas dan sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan   

Kementerian Kesehatan, 

namun target atau 

sasaran program belum 

spesifik.  

2. SDM belum memiliki 

tenaga promkes serta 

belum sesuai dengan 

pedoman perencanaan 

pembentukan dan 

pengembangan 

puskesmas PKPR di 

Kabupaten/Kota tahun 

2008. Sarana dan 

prasarana konseling 

masih kurang menjaga 

kerahasiaan atau privasi 

remaja. Sumber dana 

program berasal dari 

BOK dan 

pemanfaatannya sudah 

sesuai dengan petunjuk 

teknis BOK tahun 2015.  

3. Karakteristik badan 

pelaksana ditunjukkan 

melalui kerjasama 

dalam   

pembagian tugas, 
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No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

namun puskesmas 

belum memiliki struktur 

organisasi untuk 

program PKPR.  

4. Sikap pelaksana 

menunjukkan 

penerimaan terhadap 

program dan 

penempatan sudah 

sesuai bidangnya.  

5. Komunikasi dalam 

internal puskesmas 

maupun dengan dinas 

kesehatan, dan jejaring 

sudah optimal, namun 

komunikasi dengan 

sasaran masih belum 

optimal terutama dengan 

remaja di desa-desa. 

2. Rika (2019) Mendorong 

Kesehatan Reproduksi 

Remaja di Bandar 

Lampung Melalui 

Program Dance Four Life 

Teori Duncan (1985) 

pencapaian tujuan, integrasi 

dan adaptasi 

Ditinjau dari pencapaian 

program, program 

tersebut melaksanakan 

Dance Four Life dengan 

tepat sasaran karena 

sesuai dengan kondisi 

remaja saat ini. Namun 

jika dilihat dari kurun 

waktu belum efisien, 

ditinjau dari integrasi 

program tersebut telah 

menerapkan 4 tahap 

yaitu inspire, educate, 

activate dan celebrate. 

Serta jika dilihat dari 

dari adapatasi para 

pelaksana program 

sudah cukup baik karena 

dapat menyesuaikan 

dengan perubahan 

lingkungan yag ada. 

3. Edy (2022) Efektivitas 

Forum Genre Dalam 

Meningkatkan   

Kesehatan Reproduksi 

Remaja Kabupaten 

Sumedang 

Teori Gibson yaitu kejelasan 

tujuan yang hendak dicapai, 

analisa, perumusan 

kebijakan, perencanaan, 

penyusunan program, sarana 

prasarana dan pengawasan. 

Efektivitas forum genre 

dalam meningkatkan 

kesehatan reproduksi 

remaja di Dinas 

Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga 

Berencana Kabupaten 

Sumedang dilihat dari 

aspek kejelasan tujuan, 

kejelasan strategi, 

proses analisis 

perumusan kebijakan, 

perencanaan, 

penyusunan program 

serta pengawasan dan 

pengendalian telah 
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No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

berjalan efektif. Hal ini 

telah sesuai dengan 

ketentuan yang telah 

ditetapkan. Namun 

dalam pengukuran 

efektivitas masih 

terdapat kekurangan, 

karena adanya fasilitas 

sarana dan prasarana 

yang belum terpenuhi 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan pada metode penelitian 

yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif serta fokus 

penelitian yaitu implementasi program. Perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan lokasi 

penelitian yang pada penelitian ini akan dilakukan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan SMAN 1 Kota 

Gajah Kabupaten Lampung Tengah serta teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja, pada 

penelitian ini menggunakan teori milik Jones (1996) yaitu pengorganisasian, 

interpretasi dan penerapan dimana pada penelitian sebelumnya teori ini belum 

pernah dilakukan dalam penelitian khususnya kesehatan reproduksi remaja. 

2.2 Konsep Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan 

sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan 

umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman 

umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 
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Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang 

memuat serangkaian program, aktivitas atau tindakan dengan tujuan tertentu.  

Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (stakeholders) dalam 

rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Heglo dalam Abidin 

(2012) mendefinisikan kebijakan sebagai a course of action intended to 

accomplish some end, atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk 

mencapai tujuan tertentu. Eyestone dalam Hayat (2018) mengemukakan 

bahwa kebijakan adalah the relationship of government unit to its 

environment (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan 

pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan 

adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara top-down. Setiap 

atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan baik 

secara kelembagaan maupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar 

unsur dan lembaga. 

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh 

pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-

bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk 

efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan 

pengawasan kebijakan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai 

pengertian dari kebijakan publik, dapat dipahami bahwa kebijakan publik 

adalah serangkaian program, aktivitas atau tindakan dengan tujuan tertentu 

terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. 

2.2.2 Proses Kebijakan Publik 

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam 

rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan 

publik menurut Dunn dalam Suharno (2013) adalah sebagai berikut: 
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1. Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

lainnya ditunda untuk waktu lama.   

2. Formulasi Kebijakan 

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. 

Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, 

keputusan peradilan dan tindakan legislatif.  

3. Adopsi Kebijakan 

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 

legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 

4. Implementasi Kebijakan 

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.   

5. Evaluasi atau Penilaian Kebijakan 

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan 

apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang 

dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. 

Sedangkan menurut James Anderson dalam Pasolong (2010), sebagai pakar 

kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:   

1. Formulasi Masalah 

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah 

kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda  

pemerintahan?  
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2. Formulasi Kebijakan 

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif 

untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa-siapa yang berpartisipasi 

dalam formulasi kebijakan ? 

3. Penentuan Kebijakan 

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang 

harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari 

kebijakan yang telah ditetapkan? 

4. Implementasi Kebijakan 

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka 

kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 

5. Evaluasi Kebijakan 

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa 

yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? 

Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? 

Sedangkan menurut Pasolong (2004), mengatakan bahwa proses kebijakan 

publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan 

yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari (1) Penyusunan 

agenda, (2) Formulasi kebijakan, (3) Adopsi kebijakan, (4)  Implementasi 

kebijakan, dan (5) Evaluasi kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

dipahami bahwa proses implementasi terdiri dari formulasi masalah, formulasi 

kebijakan, penentuan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi 

kebijakan. 
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2.3 Konsep Implementasi 

2.3.1 Definisi Program 

Kebijakan publik dan program merupakan dua hal yang saling berkaitan. 

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk 

memecahkan masalah publik. Program merupakan kumpulan kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat menjadi 

dasar bagi suatu program. 

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan 

yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan 

merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan 

implementasi. Program akan menunjang implementasi, hal tersebut 

disebabkan karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:  

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai. 

2. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan itu. 

3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus 

dilalui. 

4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

5. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Dwi Kurnia, 2013) 

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, 

dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan sering pula 

diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. Menurut Westra (1989) mengatakan bahwa “program adalah 

rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta 

petunjuk cara-cara pelaksanaannya”. Siagian dalam Westra (1989) 

mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana 

yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki 

ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut dijelaskan jika suatu program yang 

baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
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1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas. 

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. 

3. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten atau proyek yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin. 

4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-

keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut. 

5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program 

pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri. 

6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut 

(Bintoro:1987) 

Ahli lainnya, yaitu Jones (1996) berpendapat bahwa “program adalah unsur 

pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan”. Lebih lanjut Jones 

juga menjelaskan bahwa di dalam program dibuat beberapa aspek, yaitu 

mengenai : 

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai. 

2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan. 

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. 

4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 

5. Strategi pelaksanaan. 

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti menyimpulkan bahwa program 

adalah tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yaitu 

sebelum menentukan masalah yang ingin diatasi dan memulai melakukan 

intervensi, maka perlunya pemikiran yang serius terhadap bagaimana 

masalah itu terjadi dan apa yang dapat menjadi solusi yang efektif untuk 

masalah tersebut, maka dari itu perlunya merumuskan secara tepat suatu 

program agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat mencapai 

tujuan melalui partisipasi dari pelaksanaan suatu program. 
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2.3.2 Implementasi Program 

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi terciptanya kegiatan 

implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi 

program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, 

sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang 

dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan. Tanpa 

memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut 

telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program 

diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif) unsur 

pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga, pelaksanaan penting artinya karena 

pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam 

pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. 

Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah 

harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana 

dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari 

aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua 

disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005). Saat 

mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan 

serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada 

organisasi pelaksanaannya. Model efektivitas implementasi program yang 

ditawarkan oleh Kartonegoro (2004) menyebutkan empat faktor dalam 

melaksanakan suatu kebijakan, yakni: komunikasi, sumber-sumber, 

kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi. 

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang 

telah ditetapkan dapat dapat mencapai tujuannya, Webster dalam Widodo 

(2001) menjelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah 

menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Berdasarkan 

analisa kebijakan menurut Dye dan Jones (1971) mengatakan bahwa 

implementasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-

pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. 
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Implementasi kebijakan adalah suatu pelaksanaan kegiatan dengan mengikuti  

beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai 

tujuan (Sebatier dan Mazmania, 1986). Van Meter dan Van Horn (1975) 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk 

mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. 

Menurut Ripley dan Franklin (Kolo, 2005) mengemukakan bahwa proses 

implementasi kebijakan tidak lain mencakup pekerjaan dan aktivitas-aktivitas 

tersebut berhubungan dengan upaya mentransformasikan atau 

menterjemahkan pernyataan-pernyataan tujuan kebijakan yang telah 

ditetapkan kedalam program dan tindakan konkrit, membentuk pegawai 

organisasi yang bertugas memberikan manfaat dan pelayanan terhadap 

kelompok sasaran serta memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam 

pencapaian tujuan.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program 

adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau 

pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui adanya 

organisasi, interpretasi dan penerapan. 

2.3.3 Model-Model Implementasi Program 

Model Brian W.Hogwood (1978) dan Lewis A.Gunn (1986), Model ini biasa 

disebut dengan model Top down approach. Menurut Hogwood dan Gunn 

untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan secara sempurna 

memerlukan beberapa syarat, yaitu: 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang 

serius, 2) Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang 

cukup memadai, 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar 

tersedia, 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu 

hubungan kausalitas yang ada, 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan 

hanya sedikit mata rantai, 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil, 7) 
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Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8) Tugas-

tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, 9) Komunikasi dan 

koordinasi yang sempurna, 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang 

kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna 

(Solichin Abdul Wahab, 2008). 

Jadi, model implementasi kebijakan menurut Hogwood and Gunn adalah 

menggunakan top down approach atau pendekatan dari atas ke bawah. 

Pendekatan top down atau dari atas ke bawah adalah pendekatan yang diawali 

dari perintah atasan kemudian dilanjutkan kepada bawahan. Pada saat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna menurut Hogwood and 

Gunn harus memenuhi beberapa syarat seperti yang telah dijelaskan diatas. 

Beberapa syarat diatas sebuah sistem yang saling terkait, sehingga masing-

masing syarat tersebut harus silang mendukung demi tercapainya sebuah 

implementasi kebijakan yang sempurna seperti yang diharapkan. 

Program didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan 

sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan 

dijalankan. Jones (1996) menyebutkan program merupakan salah satu 

komponen dalam suatu kebijakan program merupakan upaya yang berwenang 

untuk mencapai tujuan. Jones (1996) mengemukakan implementasi program 

sebagai implementation is the set of activities directed toward putting a 

program into effect yang berarti bahwa implementasi merupakan serangkaian 

aktivitas atau kegiatan, untuk melaksanakan sebuah program yang 

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Implementasi program 

terdiri dari tiga pilar utama yang sangat penting yaitu organization, 

interpretation, and application. 

Menurut Jones (1996) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program 

yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan.  

1. Pengorganisasian  

Penting untuk dipahami bahwa organisasi itu sendiri memiliki dampak 

pada proses kebijakan. Tujuan awal dari organisasi adalah menjalankan 
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program-program yang dirancang. Organisasi merupakan kegiatan atau 

upaya dalam membentuk struktur organisasi, sumber daya dan metode 

dalam melaksanakan dan mengarahkan suatu program agar dapat berjalan 

sesuai rencana, pedoman, standar, dan tujuan dan sasaran yang diinginkan. 

Organisasi dalam implementasi kebijakan kaitannya erat dengan birokrasi. 

Setiap kegiatan memerlukan birokrasi agar dapat berkomunikasi dengan 

pihak pembuat kebijakan dan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan 

dari adanya organisasi tersebut adalah untuk menjelaskan dan 

menjalankan program-program yang telah direncanakan. Jones 

mengartikan kegiatan organisasi dalam implementasi kebijakan dikaitkan 

dengan menentukan unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari 

masing-masing unit organisasi tersebut menjadi sumber daya manusia, 

keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi (Jones, 1996). 

Terdapat beberapa aspek dalam pilar organisasi yaitu : 

1) Unit-unit atau struktur organisasi yaitu struktur organisasi sebagai 

suatu sistem formal dari aturan, tugas dan hubungan otoritas yang 

mengawasi tentang bagaimana anggota organisasi tersebut dapat 

bekerja sama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan 

kebijakan yang ingin dicapai (Jones, 1996). Adanya struktur organisasi 

dapat memudahkan proses implementasi karena dapat diketahui pihak 

mana saja yang terlibat dan bagaimana kedudukannya di dalam 

organisasi tersebut. 

2) Sumber daya, sumber daya merupakan aspek penting dalam 

pelaksanaan suatu program atau kebijakan, hal tersebut karena 

keberadaan sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

program. Kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik apabila 

dalam pelaksanaannya memperhatikan kesiapan dan ketersediaan 

sumber daya pelaksana program. Sumber daya yang diperlukan dalam 

menjalankan suatu program terdiri dari sumber daya manusia, sumber 

daya sarana prasarana dan sumber daya finansial.  

3) Metode-metode menjelaskan bahwa metode merupakan rangkaian 

proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kegunaan sumber 



21 
 

dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen 

dengan memperhatikan dinamika dan fungsi organisasi untuk 

mencapai tujuan. Metode yang dimaksudkan dalam kegiatan 

organisasi adalah tentang bagaimana suatu organisasi tersebut 

melakukan sesuatu untuk menjalankan kebijakan tersebut kepada 

masyarakat agar dapat berjalan sesuai pedoman, rencana, standar, dan 

tujuan yang diinginkan.  

 

2. Interpretasi  

Masalah utama bagi seorang pelaksana adalah apa yang akan dilakukan, 

sebuah program yang telah disetujui, kebutuhan utama bagi keefektifan 

pelaksana kebijakan adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan 

haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin 

dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya 

diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas para pelaksana 

akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan 

akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam 

memandang kebijakan tersebut yang mana pandangan ini seringkali 

berbeda dengan pandangan atasan mereka. Suatu pedoman yang jelas 

harus segera ditetapkan yang mana melibatkan, pada batas minimum, 

suatu proses yang harus dipelajari oleh para pelaksana untuk kemudian 

mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Para pelaksana harus 

mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

3. Penerapan  

Penyesuaian dalam organisasi maupun penafsiran selama penerapan 

program tidaklah terlalu luar biasa. Suatu penafsiran politis dari yang 

yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan 

sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis di mana 

para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman 

program maupun patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh 



22 
 

kondisi yang aktual. Analisis di atas sesungguhnya menjelaskan suatu 

proses aktif dan selalu berubah, dengan demikian tepat untuk 

digarisbawahi dan ditekankan dalam buku ini. Tidak hanya menunjuk 

pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu 

perundungan, tetapi juga menunjukan bahwa mereka yang membuat 

upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. 

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja 

dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan 

dengan program lainnya. 

Setelah menjelaskan secara konteks interaktif yang tepat untuk penerapan 

program, maka sekarang dapat ditawarkan suatu suatu definisi yang konkrit. 

Dapat dikatakan bahwa penerapan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan 

untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan berikut ini adalah 

pilar-pilarnya: 

1. Pengorganisasian: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, 

unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. 

2. Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) 

menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta 

dilaksanakan. 

3. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya 

yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. 

Implementasi program dapat berjalan dengan baik dengan tujuan yang akan 

dicapai, dalam hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Siagian dalam Tachjan (2006) bahwa program harus mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut :  

1. Sasaran yang hendak dicapai.  

2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.  

3. Besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 

tertentu.  

4. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan  
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5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun  

dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang  

diperlukan. 

Selanjutnya dalam implementasi program, ada kriteria pengukuran  

keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin dalam Akib dan 

Tarigan (2008) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:   

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan 

birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang 

2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah   

3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua 

program yang ada terarah. 

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh 

Korten (1988). Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih 

dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian  

Korten digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Model Implementasi Menurut Korten 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023 

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam 

pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan 
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kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan 

berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara program dengan 

pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan 

apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian 

antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas 

yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. 

Ketiga, kesesuain antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, 

yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat 

memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok 

sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000). Berdasarkan 

pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program 

tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan jika tidak terdapat 

kesesuaian antara tiga unsur implementasi. Hal ini disebabkan apabila output 

program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak 

dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki 

kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka 

organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Jika, 

syarat yang ditetapkan organisasi pelaksanaan program tidak dapat dipenuhi 

oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output 

program. Kesesuain antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak 

diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

peneliti akan mencoba menggunakan model implementasi program milik 

Jones (1996) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu 

pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. 

2.3.4 Proses Implementasi Program 

Yudistira dalam (Mahmud, 2019) menjelaskan bahwa Implementasi mengacu 

pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan 

tersebut m enjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-

perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. 
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Implementasi adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah 

sebuah program dilaksanakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya 

melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk  pelaksanaan kebijakan 

tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan 

sosial. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan 

peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, 

ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata 

keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana 

yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan 

atau peraturan perundangan.  

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi 

suatu program ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam 

proses persiapan. Pada proses persiapan terdiri dari beberapa hal penting yaitu 

penyiapan sumber daya, metode, penerjemah kebijakan menjadi rencana dan 

arahan yang dapat diterima serta dijalankan. 

2.3.5 Fungsi Implementasi 

Fungsi implementasi sendiri, yaitu: 

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan 

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif 

dan efisien dalam pencapaian tujuan. 

2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. 

3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. 

4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak 

dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat 

menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan 

produktivitas yang tinggi. 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 
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pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, 

siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan 

tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 

kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang 

ditetapkan semula.  

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di 

lapangan maupun di luar lapangan. Pada kegiatannya melibatkan beberapa 

unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

2. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 
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melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan. 

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementor program.  

4. Struktur Birokrasi, yaitu Standar Operating Procedures (SOP), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus 

tanpa pola yang baku. 

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara 

suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:  

1. Adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan;  

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan;  

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

2.4 Program 

2.4.1 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Berbasis Sekolah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 61 Tahun 2014 pasal 4 dan 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaran Kesehatan Reproduksi Pasal 19 ayat (1) menjelaskan 

“Pemerintah Provinsi menjamin bahwa remaja dapat memperoleh edukasi 

dan informasi mengenai kesehatan remaja, termasuk kesehatan reproduksi, 

agar mampu hidup sehat secara bertanggungjawab. IPPF (2010) menjelaskan 

mengenai konsep pendidikan seksualitas yang komprehensif berbasis hak 

yang ditujukan kepada para remaja agar memiliki pengetahuan, keterampilan, 
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sikap, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menentukan dan 

menikmati seksualitas mereka baik secara fisik dan psikis, secara individu 

maupun dalam berelasi. Menurut UNESCO, pendidikan kesehatan reproduksi 

remaja adalah sebuah Pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan 

sesuai usia, budaya, dan komprehensif yang mencakup program memuat 

informasi ilmiah akurat, realistis, serta tidak bersifat menghakimi. Program 

kesehatan reproduksi remaja merupakan upaya pemerintah guna mewujudkan 

keluarga yang berkualitas dengan peningkatan pengetahuan, perilaku remaja 

dan kesadaran sikap para remaja peduli dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan yang mereka jalani. Kesehatan reproduksi remaja merupakan 

suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi 

yang dimiliki oleh remaja. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi 

remaja agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi, 

melalui informasi yang benar diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah 

laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. 

Remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) yang notabennya adalah remaja yang 

akan menjadi pekerja produktif di Indonesia dengan upaya meningkatkan 

kemampuan para siswa, guru serta masyarakat di lingkungan sekolah 

sehingga dapat memelihara kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan sekitar 

dan terciptanya lingkungan sekolah yang sehat bagi para siswanya. 

Menggunakan berbagai metode seperti pemberian informasi, pelatihan dan 

pembinaan dengan beragam topik dan media pembelajaran sehingga 

memudahkan para siswa untuk memahami konteks kesehatan reproduksi 

remaja.  

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai program reproduksi remaja pada 

sekolah, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan mempelajari kesehatan 

reproduksi remaja yaitu agar para remaja sadar terkait pentingnya kesehatan 

reproduksi sehingga para remaja dapat menentukan peran mereka dalam 

menciptakan keluarga yang berkualitas secara fisik, mental, finansial, dan 

lingkungan sosial masyarakat. 
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2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran berupa konsep yang didalamnya 

menjelaskan tentang masalah-masalah yang akan menjadi pembahasan dalam 

penelitian. Pada penelitian kali ini kerangka pikir yang digunakan yaitu 

mengacu pada teori Jones (1996) yang melihat proses implementasi yaitu 

pengorganisasian, interpretasi, penerapan. 
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Gambar 2. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023 

 

 

 

 

 

 

Tingginya proporsi pernikahan dibawah umur 18 tahun di 

 Provinsi Lampung 

Implementasi pelaksanaan Program 

Kesehatan Reproduksi Remaja  

Target atau sasaran program 

kesehatan reproduksi remaja 

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi  

3 pilar dalam 

mengoperasikan program 

menurut Jones (1996) 

1. Pengorganisasian 

2. Interpretasi 

3. Penerapan 

Sekolah  

Siswa/i 
Guru Bimbingan 

Konseling (BK) 

Menurunkan angka perkawinan 

anak mencapai target yaitu 6%. 

Pada tahun 2030 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana implementasi 

program kesehatan reproduksi remaja dalam meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran remaja tentang merencanakan keluarga dan pemahaman tentang 

kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas, 

sejahtera dan bahagia. Guna mengetahui hal tersebut maka peneliti 

membutuhkan narasumber untuk kemudian dilakukan wawancara mendalam 

dan juga observasi untuk mendapatkan data-data yang valid dan sesuai dengan 

fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini dikarenakan guna 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati agar mendapatkan hasil yang baik, 

peneliti harus mendapatkan data dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai 

sumber lalu menelaahnya agar mendapatkan hasil yang komprehensif 

berkaitan dengan implementasi program kesehatan reproduksi remaja pada 

sekolah menengah atas di Provinsi Lampung. 

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan dan menganalisis wawancara-

wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai Implementasi program kesehatan reproduksi 

remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung. 

 



32 
 

3.2  Fokus Penelitian  

Guna mempertajam penelitian maka penelitian kualitatif perlu menetapkan 

fokus. Fokus penelitian merupakan batasan-batasan masalah yang diteliti dan 

mengarahkan peneliti agar tidak terjebak dengan banyaknya data yang 

diperoleh dalam penelitian kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu 

menganalisis implementasi program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah 

menengah atas di Provinsi Lampung. 

Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah peneliti gambarkan 

sebelumnya, penelitian ini memiliki fokus bagaimana implementasi program 

kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi 

Lampung. Berdasarkan teori Jones (1996) yang melihat proses implementasi 

yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan, berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai fokus pada penelitian ini, yaitu: 

1. Pengorganisasian, yaitu organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan 

program kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Lampung yang 

mencakup tentang:  

1) Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program kesehatan 

reproduksi remaja. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya 

manusia, sumber daya finansial dan sumberdaya sarana dan prasarana. 

Sumber daya manusia meliputi aktor atau fasilitator yang terlibat dalam 

penanganan kesehatan reproduksi remaja. Sumber daya finansial 

meliputi anggaran dan sarana-prasarana yang dikeluarkan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi 

Lampung dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja. 

2) Struktur organisasi dalam tim pelaksana program kesehatan di Provinsi 

Lampung sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 

59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Edaran Nomor 

800/770/V/09/2021 tentang petunjuk pelaksanaan program kesehatan 

reproduksi remaja pada sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Lampung 

Tahun 2021. Guna melihat apakah dalam Dinas Pemberdayaan 
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Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung telah melakukan 

pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.   

3) Metode dalam penyampaian informasi kegiatan dari Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 

kepada remaja-remaja sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Lampung dan inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. 

2. Interpretasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak kepada remaja-remaja di Provinsi Lampung mengenai 

pemahaman tentang kesehatan reproduksi serta rencana pengarahan yang 

tepat. Hal tersebut guna melihat bentuk komunikasi antar sasaran dan antar 

anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelum 

melakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 800/770/V/09/2021 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja.  

3. Penerapan kegiatan program kesehatan reproduksi remaja berdasarkan 

ketentuan rutin seperti pedoman kerja dan jadwal kegiatan. 

3.3  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dimana penelitian 

tersebut akan dilaksanakan, dimana lokasi dan subjek penelitian dipilih untuk 

menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap, menjawab dan 

menggambarkan rumusan masalah penelitian. Adapun alasan peneliti 

mengambil lokasi penelitian di Provinsi Lampung dengan bertempat di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan 

SMAN 1 Kota Gajah karena program kesehatan reproduksi remaja 

dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung serta pada sekolah 

SMAN 1 Kota Gajah merupakan salah satu sekolah yang telah dilaksanakan 

program tersebut akan tetapi Kabupaten Lampung Tengah sampai pada tahun 

2022 terus mengalami peningkatan jumlah pernikahan usia dini. 
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Penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu 11 bulan yang dimulai pada 

bulan Februari hingga Desember 2023, data atau dokumentasi yang digunakan 

pada penelitian ini berasal dari data pada tahun 2021 yang kemudian 

dikonfirmasi kembali pada tahun 2022-2023, yang kemudian dianalisis 

menggunakan teknik analisis data dan dilakukan in-deepth interview pada 

tahun 2023. Waktu dalam melaksanakan penelitian ini dilakukan sejak 

dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan (pra-riset) oleh Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada 28 Maret 

2023.   

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, yaitu: 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2017) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. Menurut Tresiana (2019) dalam wawancara kita 

dihadapkan kepada dua hal: pertama, kita harus secara nyata mengadakan 

interaksi dengan informan, kedua, kita menghadapi kenyataan, adanya 

pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita 

sendiri. 

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan 

pihak sekolah serta pihak yang terlibat lainnya. Wawancara yang dilakukan 

pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan melibatkan beberapa 

stakeholder lainnya, berikut merupakan data informan dalam penelitian: 
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Tabel 4. Data Informan Dalam Penelitian 

No. Informan Informasi 

1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana 

Mengenai follow up proses 

koordinasi lanjutan terkait 

pelaksanaan program kesehatan 

reproduksi remaja. 

2. Kasi Keluarga Berencana Menjadi key informant, perencana 

dan pelaksana program kesehatan 

reproduksi remaja. 

3. Staff Bagian Keluarga Berencana Data mengenai anggaran serta 

sekolah-sekolah yang telah 

dilaksanaakan program kesehatan 

reproduksi remaja. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Lampung 

Sebagai fasilitator atau pemberi 

rekomendasi sekolah sasaran 

program. 

5. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  Sebagai instansi/lembaga yang 

mengetahui lebih dalam terkait 

kesehatan reproduksi. 

6. Perkumpulan Keluarga Berencana 

Indonesia (PKBI) 

Sebagai salah satu 

narasumber/pemateri dalam 

pelaksanaan program kesehatan 

reproduksi remaja. 

7. Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) 

Sebagai salah satu lembaga yang 

memiliki konsentrasi terhadap isu 

kesehatan reproduksi. 

8. Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Kota 

Gajah 

Penanggungjawab serta pemberi 

fasilitas terlaksananya program 

kesehatan reproduksi pada sekolah 

tersebut. 

9. Guru Bimbingan Konseling Sebagai penanggungjawab dalam 

pelaksanaan program kesehatan 

reproduksi remaja di sekolah 

10. Siswa/I Sekolah  Pendapat siswa/i yang menjadi 

target sasaran dari pelaksanaan 

program kesehatan reproduksi 

remaja 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

primer yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009) 

bahwa observasi sebagai dasar bagi semua ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pada penelitian ini, peneliti 

mengamati pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja pada 

sekolah menengah atas di Provinsi Lampung. Observasi pada penelitian ini 
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dilakukan pada tahun 2022 dan ditnjau kembali atau dilakukan penelitian 

lebih lanjut pada tahun 2023. Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada penelitian ini yaitu mengikuti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesehatan 

reproduksi remaja, turut serta dalam penyusunan daftar hadir, turut serta dalam 

penyebaran undangan kepada sekolah, turut serta dalam penyebaran undangan kepada 

narasumber dan turut serta dalam menyusun materi yang akan disampaikan. 

3. Dokumentasi 

Menurut Tresiana (2019) data dalam penelitian kualitatif kebanyakan 

diperoleh dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Akan 

tetapi ada sumber bukan manusia diantaranya dokumen, foto, dan bahan 

statistik. Dokumen terdiri dari tulisan pribadi seperti buku harian, surat-

surat dan dokumen resmi. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

yang bersumber pada UU/Peraturan Pemerintah, artikel jurnal, literatur, 

data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan program 

kesehatan reproduksi remaja. Proses pengumpulan referensi atau data pada 

penelitian ini berasal dari database yang digunakan pada tahun 2021-2023. 

Tabel 5. Dokumentasi 

No. Dokumen Substansi 

1. Peraturan Pemerintah No. 61 

Tahun 2014 

Kesehatan Reproduksi  

2. Peraturan Gubernur Provinsi 

Lampung No. 59 Tahun 2021  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Perangkat 

Daerah 

3. Term Of Reference Kesehatan 

Reproduksi Remaja 

Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 

Provinsi Lampung yang berisi teknis 

pelaksanaan, jadwal pelaksanaan serta 

undangan permohonan narasumber. 

4. Rencana Strategis Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung 2021-2022 

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung. 

5.  Strategi Nasional Pencegahan 

Perkawinan Anak Kementerian 

Pencegahan Pembangunan 

Nasional (Kemen PPN) 

Penyusunan rencana pembangunan nasional 

telah mengintegrasikan arahan presiden dan 

target Sustainable Development Goals 

(SDGs) terkait penurunan angka perkawinan 

anak ke dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024. Angka perkawinan anak ditargetkan 

turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 

8,74% di tahun 2024 

 

.   
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No. Dokumen Substansi 

6.. Surat Keputusan Kepala Dinas  Terkait penetapan narasumber, mc, doa dan 

jumlah peserta. 

7.  Daftar hadir Daftar hadir kegiatan program kesehatan 

reproduksi remaja (SMAN 1 Kota Gajah). 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Tresiana (2019) merupakan proses penyusunan 

data agar dapat ditafsirkan. Kegiatannya meliputi mulai dari penyusunan data, 

menafsirkan dan menginterpretasikan data. Menyusun data, berarti 

menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Menafsirkan data, berarti 

memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari 

hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau 

pandangan peneliti. 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 

data menurut Miles dan Huberman (2014) teknik analisis data tersebut meliputi 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif 

Sumber: Miles, Huberman & Saldana, 2014 
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1. Data Condensation (Kondensasi data)  

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, memfokuskan, 

menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data yang relevan 

dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen 

(Miles, Hubberman, & Saldana, 2014). Proses kondensasi data diperoleh 

setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang 

ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi 

Lampung dan SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, yang 

nantinya traskrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan 

fokus penelitian terkait implementasi program kesehatan reproduksi remaja 

pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung. 

2. Data Display (Penyajian Data)  

Tahap penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data juga 

disebut sebagai sekumpulan informasi yang dilakukan untuk menarik 

kesimpulan ataupun pengambilan tindakan. Pada penelitian ini penyajian 

data yang berhubungan dengan implementasi program kesehatan 

reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung akan 

dijelaskan dengan menggunakan teks naratif atau jika diperlukan dapat 

berbentuk tabel, foto dan grafik agar mudah memahami apa yang 

sebenarnya terjadi di lapangan 

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2018). Penarikan kesimpulan 

sebagai langkah terakhir dalam penelitian kualitatif harus di verifikasi agar 

dapat dipertanggung jawabkan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan 

dari data yang telah dikumpulkan seperti hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang didapat pada saat pengambilan data di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan 

SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dilakukan 
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agar peneliti mendapatkan hasil yang optimal terkait pandangan 

implementor dan stakeholder terkait program kesehatan reproduksi remaja.  

3.6  Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2017) untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan 

menggunakan kriteria: 

1. Credibility 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan hasil hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang 

sedang diteliti. Kriteria ini menggunakan teknik pemeriksaan, 

ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan dengan pihak pihak 

terlibat, memperbanyak referensi dan juga menganalisis kasus negated 

sebagai pembanding. Apapun kegiatan kegiatan yang dilakukan agar 

hasil penelitian dapat dipertangungjawabkan dan dapat dipercaya 

antara lain: 

1) Triangulasi  

Denzim dalam Moleong (2006) mengatakan triangulasi data 

berarti menggunakan data dari sumber, metode penyidik dan 

teori. Triangulasi digunakan, karena merupakan cara terbaik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi 

kenyataan-kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi 

sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan. Guna memeriksa 

keabsahan data, peneliti melakukan wawancara lebih dari satu 

pihak informan yang berasal dari unsur-unsur yang berbeda. 
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Sugiyono (2009) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang 

telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas 

data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai 

sumber data. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui 

derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi 

sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa 

sumber tersebut kemudian dikategorikan mana pandangan yang 

sama dan mana yang berbeda dan  mana yang spesifik. 

2) Perpanjangan Waktu Pengamatan  

Perpanjangan waktu pengamatan dilakukan guna meningkatkan 

kepercayaan, dengan perpanjangan pengamatan seperti ini 

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, 

wawancara lain dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab 

(tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) 

sehingga tidak ada hal yang disembunyikan lagi. 

2. Transferability 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya 

orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan 

untuk menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus 

membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan 
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melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat 

keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau 

mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan 

penerima. 

3. Dependability 

Menurut Sugiyono (2018) pengujian kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi 

peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data 

maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses 

penelitian tidak ada tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak 

reliabel atau dependable. Penelitian seperti ini perlu diuji dependability 

nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, 

maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing. 

4. Confirmability 

Kepastian data (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai 

proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui 

audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan 

proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan 

oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika 

penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta 

telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data dalam hal ini 

yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi. 
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V. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, peneliti menarik 

kesimpulan akhir dalam implementasi program kesehatan reproduksi remaja 

sebagai berikut: 

5.1.1 Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pada 

Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung 

Hasil penelitian implementasi program kesehatan reproduksi remaja 

pada sekolah menegah atas di Provinsi Lampung secara keseluruhan 

sudah diterapkan dan mengalami penurunan kasus perkawinan anak. 

Namun program kesehatan reproduksi remaja masih terdapat kelemahan 

yaitu pada dimensi pengorganisasian masih kekurangan pada 

sumberdaya pelaksana serta metode penyampaian informasi. Pada 

dimensi interpretasi, aktor pelaksana telah memahami program 

kesehatan reproduksi remaja. Pada dimensi penerapan, program 

kesehatan reproduksi remaja diperlukan kegiatan berkelanjutan agar 

informasi terkait kesehatan reproduksi remaja khususnya perkawinan 

anak dapat tersampaikan dengan baik. 

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program 

Kesehatan Repoduksi Remaja 

1. Faktor Pendukung 

1) Komitmen guru terhadap pemahaman mendalam tentang isu 

kesehatan reproduksi remaja menjadi faktor kunci. Guru 

yang memahami secara menyeluruh mengenai informasi 



122 
 

kesehatan reproduksi remaja dapat memberikan edukasi 

yang akurat dan relevan kepada siswa. 

2) Antusiasme siswa yang mencuat tinggi dalam mengikuti 

program kesehatan reproduksi remaja di sekolah 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 

3) Sarana dan Prasarana dalam menjalankan program kesehatan 

reproduksi remaja. Adanya ruang konseling yang memadai 

serta guru bimbingan konseling yang sangat peduli terkait 

bahaya seks bebas dan pernikahan dini. 

2. Faktor Penghambat 

1) Program belum berkelanjutan, sehingga belum dapat terlihat 

bagaimana pemahaman siswa/i yang menjadi target sasaran 

terkait materi yang telah disampaikan. 

2) Metode penyampaian materi kesehatan reproduksi yang 

monoton menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan 

program kesehatan reproduksi remaja di sekolah 

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. 

3) Kurangnya sumberdaya pelaksana, terutama dalam hal 

kurangnya dukungan dari perangkat daerah lain, Program ini 

memiliki sifat yang haus akan dukungan berkelanjutan untuk 

mencapai dampak yang signifikan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program kesehatan reproduksi 

remaja pada sekolah menengah atas di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 

sebagaimana hasil kesimpulan diatas masih belum terlaksana secara baik dan 

optimal, maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan dan pelatihan bagi guru bimbingan koseling terkait 

kesehatan reproduksi, dengan guru bimbingan konseling yang terlatih 

dan paham diharapkan dapat memberikan edukasi mendalam kepada 

siswa/i disekolahnya. 
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2. Perlunya kerjasama yang serius antara beberapa perangkat daerah dan 

lemabaga non pemerintah untuk menjalankan program kesehatan 

reproduksi remaja. Program ini tidak dapat dijalankan oleh satu 

perangkat daerah akan tetapi membutuhkan banyak dukungan dari 

berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, PKBI serta BKKBN. 

3. Metode penyampaian materi yang inovatif dan kreatif, sehingga siswa/i 

tidak bosan dalam mendengarkan penyampaian materi dapat diselipkan 

games yang bersifat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa/i terkait 

kesehatan reproduksi. 

4. Dibentuknya organisasi ekstrakulikuler disekolah Pusat Informasi dan 

Konseling Remaja dibawah naungan guru bimbingan konseling yang 

mengawasi. 

5. Diharapkan penelitian selanjutnya meneliti serta membahas mengenai 

kesehatan reproduksi remaja dari segi kepemimpinan aktor pelaksana 

atau kebijakan. 
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